
SALINAN 

BUPATI KARANGANYAR 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 
NOMOR 70 TAHUN 2016 

TENTANG 
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KARANGANYAR, 

Menimbang : a. bahwa dengan telah di tetapkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah d iubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Karanganyar Nomor 14 T a h u n 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Pemerintah Desa, guna meningkatkan ketert iban 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu d iatur 
pengaturan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintah Desa. 

b. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 
dalam h u r u f a, per lu menetapkan Peraturan Bupat i tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Dacrah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah d iubah 
beberapa kal i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
T a h u n 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
d iubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
T a h u n 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

6. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 
Desa; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 
T a h u n 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 39) 
sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Karanganyar Nomor 13 T a h u n 2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar 
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karanganyar Nomor 65). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 
PEMERINTAH DESA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupat i i n i yang d imaksud dengan : 
1. Pemerintah adalah Presiden Republ ik Indonesia yang 

memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik 
Indonesia yang d iban tu oleh Waki l Presiden dan Menteri 
sebagaimana d imaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 1945. 

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan u rusan 
Pemerintahan m e n u r u t asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan pr ins ip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
pr ins ip Negara Kesatuan Republ ik Indonesia sebagaimana 
d imaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 



4. Pemerintah Daerah adalah Bupat i sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan u rusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom. 

5. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. 
6. Bupa t i adalah Bupat i Karanganyar. 
7. Kecamatan adalah bagian wi layah dar i Daerah yang d ip impin 

oleh Camat. 
8. Camat adalah Kepala Kecamatan d i wi layah Daerah yang 

berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada Bupat i 
mela lu i Sekretaris Daerah. 

9. Desa adalah kesatuan masyarakat h u k u m yang memi l ik i 
batas wi layah yang berwenang u n t u k mengatur dan 
mengurus u rusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal u s u l , 
dan/a tau hak tradis ional yang d i a k u i dan d ihormat i dalam 
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republ ik Indonesia. 

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republ ik Indonesia. 

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa d iban tu Perangkat 
Desa sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Desa. 

12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 
mempunya i wewenang, tugas, dan kewajiban u n t u k 
menyelenggarakan r u m a h tangga Desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. 

13. Perangkat Desa adalah u n s u r staf yang membantu Kepala 
Desa da lam penyusunan kebi jakan dan koordinasi yang 
d iwadahi da lam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung 
tugas Kepala Desa da lam pelaksanaan kebi jakan yang 
d iwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur 
kewi layahan. 

14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya dis ingkat 
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
Pemerintahan yang anggotanya merupakan waki l dar i 
penduduk Desa berdasarkan keterwaki lan wi layah dan 
d i te tapkan secara demokratis. 

15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, 
Pemerintah Desa, dan u n s u r masyarakat yang 
diselenggarakan oleh BPD u n t u k menyepakati hal yang 
bersifat strategis. 

16. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa 
adalah satu sistem dalam kelembagaan da lam pengaturan 
tugas dan fungsi, serta hubungan kerja. 

17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang 
d i te tapkan oleh^ Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati 
bersama BPD. 

18. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat 
konkr i t , ind iv idual , dan final. 

19. D u s u n adalah bagian wi layah dalam Desa yang merupakan 
l ingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa. 

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 
dis ingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 

2 1 . Har i adalah har i kerja. ^ 



BAB II 
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA 

Pasal 2 

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terd i r i dar i Kepala 
Desa d iban tu Perangkat Desa sebagai u n s u r penyelenggara 
Pemerintahan Desa. 

(2) Perangkat Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) terd i r i 
atas : 
a. sekretariat Desa; 
b. pelaksana kewilayahan; dan 
c. pelaksana teknis. 

(3) Perangkat Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
berkedudukan sebagai u n s u r pembantu Kepala Desa. 

(4) Perangkat Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
bertanggung jawab kepada Kepala Desa. 

(5) Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) d i te tapkan dengan Peraturan Desa. 

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan 
t ingkat perkembangan Desa, ya i tu Desa swasembada, 
swakarya, dan swadaya. 

(2) Desa swasembada dan swakarya sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) memi l ik i 3 (tiga) u rusan dan 3 (tiga) seksi. 

(3) Desa swadaya sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
memi l ik i 2 (dua) u rusan dan 2 (dua) seksi. 

(4) Klasif ikasi jen is Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i t en tukan berdasarkan ke tentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(1) Sekretariat Desa d ip imp in oleh Sekretaris Desa d ibantu 
oleh u n s u r staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala 
Desa dalam bidang adminis t ras i Pemerintahan. 

(2) Sekretariat Desa yang terd i r i atas 3 (tiga) u rusan , sebagai 
ber ikut : 
a. u rusan Tata Usaha dan U m u m ; 
b. u r u s a n Keuangan; dan 
c. u r u s a n Perencanaan. 

(3) Sekretariat Desa yang terd i r i atas 2 (dua) u rusan , sebagai 
ber ikut : 
a. u r u s a n U m u m dan Perencanaan; dan 
b. u rusan Keuangan. 

(4) Urusan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) dan 
ayat (3) d ip imp in oleh seorang Kepala Urusan dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Desa mela lui Sekretaris 
Desa. 

(1) Pelaksana kewilayahan merupakan u n s u r pembantu 
Kepala Desa sebagai satuan tugas kewi layahan. 

Pasal 3 

Pasal 4 

Pasal 5 



(2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) adalah Kepala D u s u n . 

(3) J u m l a h u n s u r Pelaksana Kewilayahan sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) d i t en tukan secara proporsional 
antara pelaksana kewi layahan yang d i b u t u h k a n dengan 
kemampuan keuangan Desa, serta memperhat ikan luas 
wi layah kerja, karakter is t ik , geografis, j u m l a h kepadatan 
penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. 

(4) Tugas pelaksana kewilayahan sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1), me l iput i penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat 
Desa. 

Pasal 6 

(1) Pelaksana teknis merupakan u n s u r pembantu Kepala Desa 
sebagai pelaksana tugas operasional. 

(2) Pelaksana teknis yang terd i r i atas 3 (tiga) seksi, sebagai 
ber ikut : 
a. seksi Pemerintahan; 
b. seksi Kesejahteraan; dan 
c. seksi Pelayanan. 

(3) Pelaksana teknis yang terd i r i atas 2 (dua) seksi, sebagai 
be r iku t : 
a. seksi Pemerintahan; dan 
b. seksi Kesejahteraaan dan Pelayanan. 

(4) Seksi sebagaimana d imaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
d ip imp in oleh seorang orang Kepala Seksi yang 
bertanggung jawab kepada Kepala Desa. 

Pasal 7 

Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana 
tersebut da lam Lampiran Peraturan Bupat i . 

BAB I I I 
TATA CARA PENYUSUNAN SUSUNAN ORGANISASI 

DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA 

Pasal 8 

(1) Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 
Desa kepada BPD u n t u k dibahas dan disepakati bersama 
dengan Kepala Desa. 

(2) Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) d isampaikan kepada Bupa t i mela lu i Camat 
pal ing lambat 3 (tiga) har i sejak disepakati u n t u k 
dievaluasi. 

(3) Bupa t i menyampaikan hasi l evaluasi pal ing lama 20 (dua 
puluh) ha r i t e rh i tung sejak di ter imanya rancangan 
Peraturan Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (2). 

C 



(4) Kepala Desa me lakukan perbaikan dan penyesuaian 
terhadap rancangan Peraturan Desa sesuai dengan hasi l 
evaluasi Bupat i . 

(5) Perbaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana 
d imaksud pada ayat (4) pal ing lama 20 (dua puluh) har i 
sejak d i ter imanya hasi l evaluasi. 

BAB IV 
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEPALA DESA 

Pasal 9 

(1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah 
Desa yang memimp in penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

(2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan 
Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat 
Desa. 

Pasal 10 

Da lam melaksanakan tugasnya Kepala Desa sebagaimana 
d imaksud dalam Pasal 9, memi l ik i fungsi sebagai ber ikut : 
a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja 

Pemerintahan, penetapan Peraturan d i Desa, pembinaan 
masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan 
ketert iban, me lakukan upaya per l indungan masyarakat, 
adminis t ras i kependudukan, dan penataan dan pengelolaan 
wi layah; 

b. melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana 
prasarana perdesaan, serta pembangunan bidang 
pendid ikan dan kesehatan; 

c. pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan 
kewajiban masyarakat, part is ipasi masyarakat, sosial 
budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan; 

d. pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan 
motivasi masyarakat d i b idang budaya, ekonomi, pol i t ik, 
l ingkungan h idup , pemberdayaan keluarga, pemuda, 
olah raga, dan karang ta runa ; 

e. menjaga hubungan kemit raan dengan lembaga masyarakat 
dan lembaga lainnya. 

BAB V 
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DESA 

Bagian Kesatu 
U m u m 

Pasal 11 

Perangkat Desa adalah u n s u r staf yang membantu Kepala Desa 
da lam penyusunan kebi jakan dan koordinasi yang d iwadahi 
da lam Sekretariat Desa, dan u n s u r pendukung tugas Kepala 
Desa da lam pelaksanaan kebi jakan yang d iwadahi dalam bentuk 
pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 



Bagian Kedua 
Sekretariat Desa 

Pasal 12 

(1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai u n s u r p imp inan 
Sekretariat Desa. 

(2) Sekretaris Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang 
adminis t ras i Pemerintahan. 

(3) Da lam melaksanakan tugasnya Sekretaris Desa 
sebagaimana d imaksud pada ayat (2), mempunya i fungsi 
sebagai ber ikut : 
a. melaksanakan u rusan ketatausahaan seperti tata 

naskah, adminis tras i surat -menyurat , arsip, dan 
ekspedisi; 

b. melaksanakan u r u s a n u m u m , seperti penataan 
adminis t ras i Perangkat Desa, penyediaan prasarana 
Perangkat Desa dan kantor , penyiapan rapat, 
pengadministrasian aset, inventarisasi , perjalanan 
dinas, dan pelayanan u m u m ; 

c. melaksanakan u r u s a n keuangan, seperti pengurusan 
adminis tras i keuangan, adminis t ras i sumber-sumber 
pendapatan dan pengeluaran, veri f ikasi administras i 
keuangan dan administras i penghasi lan Kepala Desa, 
Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa 
la innya; 

d. melaksanakan u rusan perencanaan, seperti menyusun 
rencana APBDesa, menginventaris ir data-data dalam 
rangka pembangunan, me lakukan monitor ing , dan 
evaluasi program, serta penyusunan laporan. 

(1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai u n s u r staf 
sekretariat. 

(2) Kepala Urusan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
bertugas membantu Sekretaris Desa da lam u rusan 
pelayanan adminis tras i p endukung pelaksanaan 
tugas-tugas Pemerintahan. 

Sekretariat Desa swasembada dan swakarya yang terd i r i 
atas 3 (tiga) Kepala u rusan , mempunya i fungsi sebagai ber ikut : 
a. Kepala Urusan Tata Usaha dan U m u m mempunya i fungsi 

melaksanakan u rusan ketatausahaan seperti tata naskah, 
adminis t ras i surat-menyurat , arsip, ekspedisi, penataan 
adminis t ras i Perangkat Desa, penyediaan prasarana 
perangkat desa, kantor , penyiapan rapat, 
pengadministrasian aset, inventarisasi , perjalanan dinas, 
dan pelayanan u m u m ; 

Pasal 13 

Pasal 14 



b. Kepala Urusan Keuangan mempunya i fungsi melaksanakan 
u r u s a n keuangan seperti pengurusan adminis tras i 
keuangan, adminis tras i sumber-sumber pendapatan, 
pengeluaran, verif ikasi adminis t ras i keuangan, adminis tras i 
penghasi lan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan 
lembaga Pemerintahan Desa la innya; 

c. Kepala Urusan Perencanaan mempunya i fungsi 
mengkoordinasikan u r u s a n perencanaan seperti menyusun 
rencana APBDesa, menginventaris ir data-data dalam rangka 
pembangunan, me lakukan moni tor ing , dan evaluasi 
program, serta penyusunan laporan. 

Pasal 15 

Sekretariat Desa swadaya terd i r i atas 2 (dua) Kepala u rusan , 
mempunya i fungsi sebagai ber ikut : 
a. Kepala Urusan U m u m dan Perencanaan mempunya i fungsi 

melaksanakan u r u s a n ketatausahaan seperti tata naskah, 
admin is t ras i surat-menyurat , arsip, ekspedisi, penataan 
adminis t ras i Perangkat Desa, penyediaan prasarana 
perangkat desa, kantor , penyiapan rapat, 
pengadministrasian aset, inventarisasi , perjalanan dinas, 
dan pelayanan u m u m , mengkoordinasikan u rusan 
perencanaan seperti menyusun rencana APBDesa, 
menginventar is ir data-data dalam rangka pembangunan, 
me lakukan moni tor ing , dan evaluasi program, serta 
penyusunan laporan. 

b. Kepala Urusan Keuangan mempunya i fungsi melaksanakan 
u r u s a n keuangan seperti pengurusan adminis tras i 
keuangan, adminis tras i sumber-sumber pendapatan, 
pengeluaran, verif ikasi adminis tras i keuangan, administras i 
penghasi lan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan 
lembaga Pemerintahan Desa la innya. 

Bagian Ketiga 
Pelaksana Kewilayahan 

Pasal 16 

(1) Kepala D u s u n berkedudukan sebagai u n s u r satuan tugas 
kewi layahan, bertugas membantu Kepala Desa dalam 
pelaksanaan tugasnya d i wi layahnya. 

(2) Da lam melaksanakan tugasnya Kepala D u s u n sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) memi l ik i fungsi : 
a. pembinaan ketenteraman dan ketert iban, pelaksanaan 

upaya per l indungan masyarakat, mobi l i tas 
kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wi layah; 

b. mengawasi pelaksanaan pembangunan d i wi layahnya; 
c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam 

meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat 
da lam menjaga l ingkungannya; 

d. me lakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat 
dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan 
Pemerintahan dan pembangunan. r 



Bagian Keempat 
Pelaksana Teknis 

Pasal 17 

(1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai u n s u r pelaksana 
teknis. 

(2) Kepala Seksi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) bertugas 
membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas 
operasional. 

(3) Pelaksana Teknis Desa swasembada dan swakarya, terd i r i 
atas 3 (tiga) Kepala Seksi, mempunya i fungsi sebagai 
ber ikut : 
a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunya i fungsi 

melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, 
menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan 
masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan 
ketert iban, pelaksanaan upaya per l indungan 
masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan 
wi layah, serta pendataan dan pengelolaan profi l Desa ; 

b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunya i fungsi 
melaksanakan pembangunan sarana prasarana 
perdesaan, pembangunan bidang pendid ikan, 
kesehatan, dan tugas sosialisasi, serta motivasi 
masyarakat d i bidang budaya, ekonomi, pol i t ik , 
l ingkungan h idup , pemberdayaan keluarga, pemuda, 
olah raga, dan karang t a runa ; 

c. Kepala Seksi Pelayanan memi l ik i fungsi melaksanakan 
penyu luhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak 
dan kewajiban masyarakat, men ingkatkan upaya 
part is ipasi masyarakat, pelestarian n i la i sosial budaya 
masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. 

(4) Pelaksana Teknis Desa swadaya terd i r i atas 2 (dua) Kepala 
Seksi, mempunya i fungsi sebagai ber ikut : 
a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunya i fungsi 

melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, 
menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan 
masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan 
ketert iban, pelaksanaan upaya per l indungan 
masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan 
wi layah, serta pendataan dan pengelolaan profi l Desa ; 

b. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai 
fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana 
perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, 
kesehatan, dan tugas sosialisasi, serta motivasi 
masyarakat d i b idang budaya, ekonomi, pol i t ik , 
l ingkungan h idup , pemberdayaan keluarga, pemuda, 
olah raga, dan karang ta runa , melaksanakan 
penyu luhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak 
dan kewajiban masyarakat, men ingkatkan upaya 
part is ipasi masyarakat, pelestarian n i la i sosial budaya 
masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. 



BAB VI 
TATA KERJA 

Pasal 18 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa 
bertanggung jawab memimp in dan mengkoordinasikan 
bawahannya dan member ikan b imbingan, serta pe tun juk 
bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

(2) Ketentuan ura ian r inc ian tugas Perangkat Desa d ia tur dalam 
Peraturan Kepala Desa. 

BAB VII 
PEMBANTU KEPALA URUSAN 

Pasal 19 

Bagi Desa yang masih memi l ik i Pembantu Kepala Urusan maka: 
a. Guna ketert iban penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

Pembantu Kepala Urusan yang saat i n i ada tetap 
menja lankan tugasnya sampai beakhir masa jabatannya 
pada usia 65 (enam p u l u h lima) t a h u n sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan yang ber laku. 

b. Pembantu Kepala Urusan bertugas membantu Kepala 
Urusan dalam melaksanakan tugas adminis tras i yang 
d iserahkan oleh Kepala Urusan. 

c. Da lam melaksanakan tugasnya sebagaimana d imaksud pada 
ayat (2) Pembantu Kepala Urusan bertanggungjawab kepada 
Kepala Urusan. 

BAB VII I 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 20 

Bupat i dan Camat wajib me lakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap Pemerintahan Desa da lam melaksanakan tugas dan 
fungsinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 

Pada saat Peraturan Bupat i i n i m u l a i ber laku, maka Peraturan 
Bupa t i Karanganyar Nomor 426 T a h u n 2006 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar 
Nomor 25 T a h u n 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31), d icabut 
dan d inyatakan t idak ber laku. 



Pasal 22 

Peraturan Bupa t i i n i mu la i ber laku pada tanggal d iundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memer intahkan 
pengundangan Peraturan Bupat i i n i dengan penempatannya 
da lam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar. 

Di tetapkan d i Karanganyar 
pada tanggal 27 September 2016 
BUPATI KARANGANYAR, 

t td . 

JULIYATMONO 

Diundangkan di Karanganyar 
pada tanggal 27 September 2016 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, 

t td . 

SAMSI 
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 70 

Sal inan sesuai dengan asl inya 
SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN KARANGANYAR 
Kepala Bagig n H u k u m , 

ZULF1KAR 
NIP. 1975 

ADIDH 
99903 1 009 



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA 
SWADAYA KABUPATEN KARANGANYAR 

KEPALA DESA 

KEPALA SEKSI 
PEMERINTAHAN 

Keterangan : 

Komando 

SEKDES 

KAUR UMUM 
DAN 

PERENCANAAN 
KAUR 

KEUANGAN 

KEPALA SEKSI 
KESEJAHTERAAN DAN 

PELAYANANAN 

KADUS 

KADUS 

KADUS 
BUPATI KARANGANYAR, 

t t d . 

JULIYATMONO 


